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Abstrak
 

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai

Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode

penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan,

fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia.

Putusan No. 10/PUU-VI/2008 menunjukkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah berperan sebagai

positive legislator (pemuat norma) yang menimbulkan banyak perdebatan secara akademis. Hal ini sejalan

dengan perkembangan di beberapa negara yang memungkinkan adanya peran peradilan konstitusinya

sebagai positive legislator dalam menjamin hak-hak warga negara. Selain itu, dapat dilihat bagaimana

implikasi dari tindakan Mahkamah Konstitusi yang mencantumkan syarat domisili calon anggota DPD

terhadap proses legislasi yang dipegang oleh DPR dan Presiden (termasuk DPD).

......The purpose of this thesis is to explain and analyse the role of Constitutional Court as Positive Legislator

and its implications toward the legislation process in Indonesia. The writer uses the juridical-normative

research method alongside bibliographic study which mixes separation of power theory, the forming of

constitutional tribunal philosophy, the state of law concept with the legislation process in Indonesia. From

the Judgment No.10/PUU-VI/2008, it can be concluded that the Indonesian Constitutional Court has its role

as a positive legislator. This is consistent with the developments among some States which permit the

existence of a role of a positive legislator from a constitutional tribunal in guaranteeing the rights of citizens.

Besides, this thesis will bring into focus the implications from the acts of Constitutional Court which has the

domicile requirements written down for the candidates of DPD to the legislation process which is held by

DPR and the President (including the DPD).
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